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Abstract: This research will take the object of the mupu tradition of 'mupu' 
or child adoption in framing religious moderation towards a harmonious 
family or Sakinah which is aligned with the views of the Koran. The aim of 
this research is to provide an explanation of the application of the principles 
of religious moderation which can be applied to frame a harmonious family 
through the 'mupu' tradition and the problems in implementing child 
adoption in terms of Islamic law contained in the Koran. The research uses 
qualitative research based on library research with the Maudhui 
interpretation method, the Maqasidi approach. The results of this research 
are first, that the practice of 'mupu' children can be used as a solution to 
overcome the problem of family disharmony for those who have the 
weakness of not having children by implementing tawasuth (the Middle 
Way) and shura or mutual consultation between husband and wife and 
family), secondly, it is forbidden for someone to name or call an adopted 
child to someone other than his father. However, it is permissible if this is 
due to someone's ignorance. Adoption or 'mupu' was already practiced by 
the Prophet Muhammad, namely adopting Zaid bin Haritsah as his own 
son. 

Keywords: child adoption, family harmonization, maqasidi, religious 
moderation. 

 

PENDAHULUAN 

DOI: 10.36835/ancoms.v7i1.497  

mailto:sitifahima5@gmail.com
mailto:ninih2000@gmail.com
mailto:diyanahlubabah82@gmail.com
https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/497


 
 
 
 
 

 
 
 

“Local Cultural Values and Religious Moderation” 
Siti Fahimah, Wakhidatun Nihlah, Lubabah Dinayah – IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan 
 

Halaman   341 
20-21 November 2023 

 Hotel Santika Premiere Gubeng 
Jl. Raya Gubeng No.54, Surabaya, 
 

UIN Sunan Ampel Surabaya 
Jl. A. Yani 117 Surabaya 

Keberadaan anak di tengah-tengah keluarga merupakan sebuah karunia serta 
amanah dari tuhan yang paling berharga.1 Banyaknya problem dalam sebuah perkawinan 
terjadi karena tidak adanya keturunan atau anak di tengah-tengah mereka sehingga 
menjadikan ketidakharmonisan suatu keluarga. Dari ketidak harmonisan tersebut 
kemudian banyaknya sebuah poligami sampai perceraian yang terjadi. Karena, seolah-olah 
tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai hanya jika adanya keturunan di dalam suatu 
perkawinan.2 Dalam pandangan masyarakat, tidak adanya keturunan dalam suatu 
perkawinan dianggap hampa dan sia-sia karena tidak terwujudnya suatu keluarga yang 
utuh. Solusi dari problematika di atas pada umumnya adalah dengan melakukan adopsi 
anak atau dalam istilah jawa ‘mupu anak. Alasan pengadopsian anak adalah untuk 
memelihara keutuhan ikatan perkawinan, keramonisan, sakinah dan juga untuk 
kemanusiaan. 

Adopsi anak bukanlah suatu masalah yang baru, jika ditilik dari sejarah adopsi anak 
sudah banyak dilakukan sejak zaman jahiliyah. Pengadopsian anak pada masa dahulu 
dikenal dengan Tabanni yang berarti mengadopsi anak atau mengadopsi anak orang lain 
yang kemudian diberi status anak kandung dan berhak memakai nasab orang tua 
angkatnya serta dapat mewarisi harta dan hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak 
dengan orang tua kandungnya.3 Hukum Islam melarang tabanni (mengadopsi anak) jika 
hal tersebut memiliki akibat hukum seperti yang terjadi pada masa jahiliyah, yakni hukum 
kekerabatan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua 
angkatnya. Dalam hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan tabanni jika 
pengadopsian anak hanya sebagai pengadopsian atau pemeliharaan saja, yang berarti 
untuk hukum kekerabatannya tetap pada orang tua kandungnya, sedangkan orang tua 
angkatnya tidak mempunyai hukum apapun.4   

Pengadopsian anak bukanlah suatu permasalahan yang baru, termasuk di Indonesia. 
pada perkembangannya, masalah pengadopsian anak di masyarakat terdapat banyaknya 
factor didalamnya yang terjadi yakni pertama, menyelesaikan persoalan child ebuse, yaitu 
orang tua yang tidak bisa mempunyai anak sehingga kedua belak pihak memutuskan untuk 
‘mupu’ anak sebagai jalan Tengah pertikaian yang terjadi yang bisa berdampak pada 
masalah yang lebih serius, perceraian atau poligami atau mala perselingkuhan.  

Kedua, terhadap “pengakuan” ayah angkat terhadap anak angkat yang dihukumi 
sebagai anak kandungnya dengan menghilangkan nasab asli yang kemudian dari keduanya 
saling mewarisi. Lebih dari itu, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan 
menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Pengadopsian anak juga 
terjadi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Mereka mengadopsi anak 
dengan cara mengambil anak melalui persetujuan antara kedua pihak yakni orang tua 
kandung si anak dengan orang tua yang akan mengangkatnya yang kemudian orang tua 
angkat memalsukan identitas asli anak dengan menasabkan anak angkat kepada ayah 

 
1 Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak (Jakarta: Kencana, 2008), 1. 
2 Soeryono Soekarno, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 251 
3 Zakia al-Farhani, Skripsi: Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: UIN 
Syarif Hidayatullah, 2011), 2-3 
4 Yunita Sari, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam 
(Makassar: UIN Alauddin, 2016), 3 
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angkat dalam akta kelahirannya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan identitas 
orangtua kandung anak yang diangkatnya.  

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang mengkaji tema yang berdekatan dengan 
persoalan adopsi anak. Seperti jurnal Abdul Malik Iskandar tentang Upaya menjaga 
harmonisasi keluarga dengan tanpa anak, dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa 
adopsi anak bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa diajukan untuk menjaga hubungan 
suami istri.5 Dalam skripsi yang ditulis Yunita Sari menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, 
masalah pengadopsian anak dengan cara illegal dalam hukum Islam hanya 
memperbolehkan pengadopsian anak selagi tidak sampai memutus hubungan nasab 
antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi, dalam hukum negara, 
pengangkatan anak secara illegal memiliki undang-undang dimana terdapat sanksi bagi 
yang melanggar.6 Dalam jurnal yang ditulis Haedah Faradz menjelaskan bahwa hukum 
Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, akan tetapi hubungan antara 
orang tua angkat dengan anak angkat hanya sekedar anak angkat yang dibesarkan dengan 
kasih sayang tanpa memberikan status sebagai anak kandung.7 Dalam artikel yang ditulis 
Rinda Lucy Maharani yang menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan 
dengan beberapa tahapan serta akan timbulnya akibat hukum yang terjadi setelah 
pengangkatan anak yakni hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat 
yang kemudian sama-sama mendatangkan hak dan kewajiban.8 

Dari beberapa jurnal atau artikel yang penulis temukan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa artikel-artikel tersebut hanya sampai pada penjelasan deskriptif tentang solusi 
mengatasi ketidak harmonisan keluarga dan hukum dan praktik adopsi anak. Sedangkan 
dalam penelitian ini penulis akan lebih jauh mengungkap maqashid di balik ayat-ayat yang 
berkaitan dengan adopsi anak. Secara teoritis, penulis juga belum menemukan adanya 
penelitian yang menggunakan tafsir maqashidi sebagai cara pandang dalam membaca dan 
menafsirkan ayat-ayat adopsi anak. Dua hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian 
penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah tafsir maqashidi, yang merupakan 
salah satu dari bentuk penafsiran al-Qur’an selain membahas makna teks juga menggali 
maksud dibalik teks tersebut. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk 
pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’an yang memberikan penekanan pada dimensi 
maqashid al-Qur‟an dan maqashid al-Syariah. 

 Alasan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi karena pendekatan ini 
merupakan pendekatan yang relatif baru dalam dunia penafsiran. Metode penafsirannya 
juga tidak hanya menjeaskan hal-hal yang masih bersifat umum saja, akan tetapi juga 
menggali secara mendalam sampai pada maksud dan tujuan dari suatu teks. Sehingga 

 
5 Abdul Malik, Upaya Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam Mempertahankan Harmonisasi 
Keluarga, Jurnal. Society, 7(2) 

6 Sari, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam,69 
7 Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.09, No. 2, 
2009, 158. 
8 Rinda Lucy Maharani, Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terdapat Pengangkatan 
Anak (Surakarta: UMS, 2017), 11. 
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ekstensinya dapat membantu menjawab problem yang berkembang di era milenial ini 
serta penafsirannya tidak ditemukan dalam pendekatan tafsir lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas adopsi anak yang terdapat dalam surat Al-
Ahzab Ayat 5. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 
maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 
pengetahuan Islam dan hukum negara yang berkaitan dengan Adopsi Anak dalam 
perspektif al-Qur’an dan hukum Negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan dalam penerapan al-Qur’an dan hukum negara tentang adopsi anak dalam 
rangkan mewujudkan moderasi beragama lewat lini keluarga sebagai pihak yang paling 
kecil sebelum sampai ke lini yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. 

 

‘MUPU’ (ADOPSI ANAK) PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI 
INDONESIA 

Istilah ‘mupu’ ada;ah Bahasa jawa yang disamakan dengan kata “adopsi”, sementara 
merupakan pengertian yang berkembang di Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut 
“adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pada masa Nabi 
Muhammad saw. adopsi anak telah membudaya dikalangan masyarakat Arab, bahkan 
Nabi Muhammad sendiri pun mengadopsi anak yakni Zaid bin Haritsah. Adopsi pada 
zaman dahulu dikenal dengan istilah Tabanni "التبني"  yang  berarti  “mengambil  anak  
angkat”.  Secara  terminologi  tabanni  adalah pengadopsian anak yang dilakukan oleh 
seseorang yang jelas nasabnya, yang kemudian nanak tersebut dinasabkan kepadanya. 
Dengan kata lain, tabanni adalah seseorang yang dengan sengaja menasabkan seorang 
anak kepada dirinya sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas dengan orang 
tua kandungnya. Dalam hukum islam, pengadopsian anak dengan pengertian tersebut jelas 
bertentangan. Oleh sebab itu, menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan 
nasabnya tidak dibenarkan dalam hukum Islam maka harus dibatalkan.9 

Hukum Islam melarang pengadopsian anak jika menjadikan anak tersebut sebagai 
anak kandungnya, kemudian anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak 
kandung, dan juga orang tua menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.    J      Hukum Islam 
membolehkan bahkan menganjurkan pengadopsian anak hanya dalam hal beralihnya 
kewajiban memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks 
ibadah kepada Allah swt.10 

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas 
hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan 
hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya 
hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak 
ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat 
dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. 
Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin 
Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad 

 
9 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 
19-20 
10 AlaM, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 44-45 
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saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih 
sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya.11 

Di Indonesia, pengadopsian anak sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi 
bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang 
dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengadopsian anak sudah menjadi bagian dari 
budaya masyarakat, dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan 
tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia 
sejak zaman dulu sudah melakukan pengadopsian anak yang dilakukan dengan cara dan 
motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang ada dan berkembang di 
lingkungan yang bersangkutan12 

Saat ini pengadopsian anak bukan hanya untuk memenuhi kepentingan para orang 
tua angkat, melainkan lebih terfokuskan kepada kepentingan anak angkat. Peraturan 
pengadopsian anak bukan hanya diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan 
mengenai pengadopsian anak, akan tetapi perlunya menjamin kepentingan anak angkat, 
yakni jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan 
anak angkat, sehingga pengadopsian anak memberikan kebebasan pada anak untuk hidup 
lebih sejahtera. Perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat dalam peraturan 
pengadopsian anak, hal ini dikarenakan agar pengadopsian itu benar-benar dilakukan 
dengan motif yang jujur dan anak terjamin perlindungannya. Dengan kata lain bahwa 
dalam hal pengawasan dan perizinan pengadopsian anak, pemerintah diharapkan bisa 
berperan aktif. 

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyebutkan bahwa, dalam realita kehidupan 
sosial tidak semua orangtua sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan primer anak 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Yang menjadikan anak terlantar, baik 
secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh sebab itu, untuk meninjau hal yang demikian 
maka ditetapkan beberapa kebijakan undang-undang pengadopsian anak13 

Dalam permohonan pengadopsian anak, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan 
untuk dimasukkan dalam permohonan, yaitu menambah permohonan lain selain 
pengesahan atau pengadopsian anak dan menambah pernyataan bahwa anak tersebut juga 
akan menjadi pewaris dari pemohon, karena putusan yang diminta kepada pengadilan 
harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak 
tersebut sebagai anak angkat dari pemohon atau berisi pengesahan saja. Setelah 
permohonan disetujui pengadilan, salinan dari keputusan tersebut dibawa ke kantor 
catatan sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akta 
kelahiran tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan 
tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya. 

Pengapdosian anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengapdosian anak 
diIndonesia tanpa membeda-bedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan 
domestic adoption atau intro-country adoption yang dituangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengapdosian anak. Menurut PP 

 
11 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 87. 
12 Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 201. 
13 Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 201-202 
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No 54 Tahun 2007 pengapdosian anak merupakan suatu perbuatan hukum yang 
mengalihkan seorang anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke 
dalam lingkungan keluarga baru atau orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Dengan demikian 
pengadopsian anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari 
suatu lingkungan orang tua kandung ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. 

Peraturan Pemerintah tentang pengadopsian anak dicetuskan dalam rangka 
melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU 
Perlindungan anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengadopsian anak”. UU 
perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 
menjelaskan anak angkat merupakan anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut ke lingkungan orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.14 

Pada awalnya pengadopsian anak dilakukan semata-mata untuk meneruskan dan 
mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak diamanahi anak. selain 
meneruskan dan mempertahankan keturunan, pengadopsian anak dilakukan untuk 
mempertahankan ikatan pernikahan, sehingga tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, 
sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi atau pengangkatan anak telah 
berubah untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 Undang-
Undang Republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: 
“Pengadopsian anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan 
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. 

 

TUJUAN DAN REALISASI ‘MUPU’ DALAM MEMBENTUK MODERASI 
BERAGAMA 

 ‘Mupu’ adalah sebagai solusi dalam persoalan rumah tangga yang mengalami 
kendala dalam memperoleh anak, tetapi pada dasarnya bukan hanya sekedar menjawab 
persoalan itu saja, melainkan didalamnya juga terdapat nilai-nilai yang lebih besar 
diantaranya adalah untuk merealisasikan konsep moderasi beragama dan tujuan lainnya 
adalah membentuk keluarga Sakinah atau keluarga yang harmonis. 

 

TUJUAN ‘MUPU’ ANAK 

 Tujuan ‘mupu’ anak di Indonesia kalau dilihat dari tradisi yang berkembang ada 
beberapa macam, yaitu: 

1. Karena tidak mempunyai anak. 
2. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu 

memberi nafkah kepadanya.  
3. Disebabkan karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).  
4. Sebagai pemancing supaya bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau 

sebaliknya.  

 
14 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105 
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5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak 
kandung.  

6. Anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya 
dengan misi kemanusiaan.  

7. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak 
mempunyai anak.  

8. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi 
yang tidak mempunyai anak.  

9. Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.  
10. Karena si anak sering penyakitan atau selalu meningggal, maka untuk menyelamatkan 

si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau 
tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu 

sehat dan panjang umur. 15 

Dari sekian misi ‘mupu’ anak terjadi semua di kalangan Masyarakat, sementara 
persoalan keharmonisan keluarga itu bisa tercipta dari berbagai kondisi, anak adalah salah 
satu faktornya. Baik motivasi ingin mempunyai anak ataupun ingin menjaga kualitas Nasib 
anak, hal itu bisa menjadi pemicu Upaya harmonisasi keluarga, karena dengan hadirnya 
anggota keluarga baru maka dibutuhkan kerja sama dan kesalingan diantara suami, istri 
dan keluarga lain, bukan mala menjadi pemicu sebuah persoalan baru, dengan keputusan 
‘mupu’ anak apapun masalah yang hadir diharapkan bisa terselesaikan dengan baik. 

 

REALISASI ‘MUPU’ ANAK PENGEJAWENTAHAN NILAI-NILAI MODERASI 
BERAGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  

 Keluarga adalah lini terkecil dari sebuah Masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah 
struktur keluarga yang terdiri dari beberapa anggota, maka disitu harus ada interaksi yang 
bai kantar anggota keluarga, jika interaksi itu terjadi dengan baik maka akan timbul sebuha 
hubungan yang harmonis, menerima kekurangan dan kelebihan serta memahami karakter 
satu sama lain.16  

 Untuk mencapai keluarga yang harmonis dalam pandangan islam harus ada 
kesalingan (mubadalah), mampu menciptakan hidup saling cinta dan kasih saying, 
memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga baik lahir maupun bathin, mampu 
menerapkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan amal sholih yang lain, itulah yang 
kemudian dinamakan dengan terwujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah, 
Hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur‟an surat ar-Ruum ayat 21: 

هَا  لِِّتَسْكُنُ وْ ا  ازَْوَاجًا  انَْ فُسِكُمْ   مِّنْ   لَكُمْ   خَلَقَ   انَْ   وَمِنْ اٰيٰتِه   نَكُمْ   وَجَعَلَ   الِيَ ْ  لِِّقَوْم   لََٰيٰت   ذٰلِكَ   فِْ  اِنَّ ۗ وَّرَحْْةًَ  مَّوَدَّةً   بَ ي ْ
 ي َّتَ فَكَّرُوْنَ 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamenciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

 
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 
16 Singgih D. dan Ny. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: PT Gunung 
Mulia 2000). 76 
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dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan 
perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam Undang-undang Republik 30 Indonesia No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.4 Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seseorang dapat menikah adalah harus 
memenuhi syarat, yaitu pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
16 tahun17 

 Berdasarkan dua pendekatan diatas, jelas bahwa keharmonisan keluarga adalah 
mestinya sebuah keniscayaan yang harus diusahakan tercipta dari suami dan istri, tetapi 
dalam perjalanan rumah tangga tidak jarang menemukan konflik yang tidak bisa dihindari 
sekalipun kedua bela pihak menginginkan hal itu. Banyak factor yang menyebabkan 
disharmonisasi keluarga, dalam hal ini peneliti soroti dari sisi internal, yaitu:  

1. Kejiwaan yang belum matang atau Krisis ruhiyah, bagi seorang muslim krisis 
ruhiyah adalah penyebab utama lemahnya semangat keagamaan. Imanlah yang 
senantiasa mendorongnya untuk melakukan amal-amal kebijakan dan ketaatan 
kepada Allah SWT. Iman yang kuat akan mengantarkan ke puncak kebijakan dan 
sebaliknya 

2. Minimnya pengetahuan kerumahtanggaan. Kematangan naluri seksual sering kali 
tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya mengenai 
kerumahtanggaan. Masalah yang kerap datang menjadi tidak terantisipasi dan tidak 
tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Akibatnya pertengkaran yang terjadi dan 
berujung pada hilangnya keharmonisan rumah tangga.18 

3. Sikap egosentrisme, masing-masing suami istri merupakan penyebab pula 
terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus. 
Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri19 
Dari ketiga factor tersebut persoalan tidak punya anak adalah persoalan psikologi 

atau tingkat emosi atau kejiwaan yang tidak stabil, sehingga salah satu pasangan terganggu 
emosinya dan menimbulkan percekcoka soal anak. Karena mereka merasa tidak seperti 
orang pada umumnya bahwa pernikahan tujuannya adalah melahirkan keturunan, 
sementara mereka tidak mendaptkan hal itu, merasa rumah tangga yang kosong, tidak 
mempunyai keturunan/pewaris, beekecamuk dalam jiwa mereka. Maka hadir solusi denga 
adopsi anak atau ‘mupu’ anak. 

Keputusan ‘mupu’ anak tidak bisa diambil sepihak oleh salah satu pasangan tetapi 
harus kedua bela pihak bahkan juga keluarga besar, karena persoalan yang muncul akan 
banyak, musyawarah, mengambil jalan Tengah dari cekcok yang berkepanjangan, dan 
yang lainnya, maka disiniliah nilai-nilai moderasi bisa ditumbuhkan. 

 
17 Nurul Huda, Mitsaqan Ghalida: Indahnya Pacaran dalam Islam, (Cilacap, Hudzah, 2013), 4. 
18 Irfan Supardi, Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali (Solo: Tinta Medina, 2012), 21-24. 
19 Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga (Family Counseling) (Bandung: Alfabeta, 2015), 15-18. 
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Adapun ‘mupu’ anak sebagai realisasi nilai-nilai moderasi beragama secara umum 
harus menerapkan prinsip, seperti tawassuth (mengambil jalan tengah), tawazun 
(berkeseimbangan), I’tidal (lurus dan tegas), tasamuh (toleransi), musawah (egaliter), 
syuira (musyawarah), Ishlah (reformasi), aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), dan 
tathawwur wal ibtikar (dinamis dan inovatif). 

Lebih lanjut dalam sebuah keluarga menjadi harmonis jika menerapkan konsep 
moderasi sebagai berikut:  

1. Tidak Memaksakan Kehendak 
Laki-laki yang mempunyai sifat superior harus menghormati Perempuan, 
mengadopsi anak juga karena sikap menghargai bukan mangastifikasi akan 
kemdandulan salah satu pihak. Nilai kemoderasian ini penting guna meminimalisir 
konflik akibat saling menyalahkan antara satu sama lain. Kehidupan bermasyarakat 
maupun kehidupan rumah tangga dapat hancur jika sikap egoisme tertanam. 
Sebagai solusinya, keretakan rumah tangga dapat dicegah dengan 
terimplementasikannya salah satu nilai-nilai moderasi beragama tersebut 

2. Saling Menghargai Hak 
Pada dasarnya hak istri yang harus didahulukan sebagai penjelasan dalam al-Quran, 
karena laki-laki adalah penopang untuk memenuhi kebutuhan istri dari sandang, 
pangan, papan bahkan juga keturunan, tetapi dalam berumah tangga hak adalah 
punya kedua bela pihak, sehingga konsep moderasi bisa dijalankan. 

3. Menjunjung Prinsip Saling Melengkapi 
Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan dimana dua pemikiran atau 
karakter manusia hidup bersama. Konflik akibat perbedaan ini dapat timbul kapan 
saja. Sehingga pasangan suami-istri harus menjunjung sikap saling melengkapi. 
Perbedaan atau kesalahan pasangan mesti ditanggapi dengan baik. Hal ini 
dijelaskan dalam potongan ayat QS al-Baqarah/2: 187  

نَُّۗ   هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَانَْ تُمْ لبَِاسٌ لََّّ
Terjemahnya: Perempuan-perempuan itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun 
adalah pakaian bagi mereka Musyawarah dalam Mengambil Keputusan 

4. Mussyawarah dalam mengambil keputusan 
Dalam penegakan moderasi beragama pada masyarakat luas, seseorang perlu 
melakukan berbagai langkah yang preventif guna mencapai tujuan perdamaian. 
Salah satu langkah yang dimaksud adalah bermusyawarah dalam mengambil 
keputusan. Keputusan yang diambil secara sepihak dapat menyakiti yang lain. 
Dalam kehidupan keluarga, musyawarah memiliki urgensi yang sangat penting 
guna mencegah perceraian dan mencari jalan keluar setiap persoalan 
 

PENAFSIRAN AYAT TENTANG ‘MUPU’ ANAK 

Seperti yang telah diketahui pengadopsian anak sudah berkembang sejak zaman 
jahiliyah, Bahkan Nabi Muhammad saw. melakukannya. Beliau mengadopsi yang bernama 
Zaid bin Haritsah yang kemudian setelah diangkat Nabi Muhammad nama panggilannya 
diganti dengan Zaid bin Muhammad. kemudian panggilan tersebut terus melekat pada 
Zaid sampai Allah swt. menurunkan surah al-Ahzab ayat 5. 
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ا  لَّّۡ   فاَِنۡ      هُوَ اقَۡسَطُ عِنۡدَ اللِِّٰ   هِمۡ ٮ  ادُۡعُوۡهُمۡ لَِٰبَ   يۡنِ   فِ   فاَِخۡوَانكُُمۡ   اٰبَ ءَهُمۡ   تَ عۡلَمُوۡۤۡ  عَلَيۡكُمۡ   ليَۡسَ  وَ   ؕ  وَمَوَاليِۡكُمۡ  الدِِّ
٥ غَفُوۡراً رَّحِيۡمًا  اللُِّٰ   وكََانَ   ؕ    قُ لُوۡبكُُمۡ   تَ عَمَّدَتۡ   مَّا  وَلٰكِنۡ  بهِ    تُۡ  اَخۡطاَۡ   فِيۡمَاۤۡ   جُنَاحٌ   

Artinya “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 
mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

 

Asbabun Nuzul QS. al-Ahzab ayat 5  

Asbabun Nuzul dari QS. al-Ahzab ayat 5 yaitu berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. 
pada awalnya Zaid bin Haritsah merupakan budak milik Rasulullah saw. yang kemudian 
beliau merdekakan dan dijadikan sebagai anak angkat pada masa sebelum kenabian. 
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa para sahabat Nabi memanggil Zaid bin Haritsah 
dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ini karena sebelumnya Nabi Muhammad telah 
mengumumkan di depan banyak orang bahwa Zaid bin Haritsah adalah putranya, dan ia 
akan mewarisi Nabi serta Nabi juga akan mewarisinya. Karena panggilan Zaid bin 
Muhammad itu terus melekat pada Zaid, Maka Allah swt. menurunkan surah al-Ahzab 
ayat 5 tersebut.20 
 

Penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 5 

 Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dalam surah al-Ahzab ayat 5 
ini Allah telah mengabarkan suatu kebenaran serta perkara yang hak yakni seruan untuk 
menisbahkan nasab anak-anak angkat kepada ayah kandung mereka sendiri. Karena, hal 
itu merupakan perkara yang paling adil menurut hukum, syariat dan aturan Allah swt. serta 
yang paling benar, daripada menisbahkan nasab seorang anak kepada selain bapak 
kandungnya21 

 Mengenai syariat yang terdapat dalam ayat 5 ini bahwa dalam Islam Allah melarang 
tabanni (mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri) bahkan Ia menjadikan tabanni 
sebagai sesuatu yang haram dalam syari’at Islam. Menasabkan anak kepada yang bukan 
ayahnya merupakan dosa besar yang bisa mendatangkan murka dan laknat Allah swt. 
seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqas bahwa 
Rasulullah saw. Bersabda: 

الله  ادعي امدعَي اِلََ غَيْْ أبيه,اوَ انْ تََيَ اِلََ غَيْْمواله, فَعليه لَعْنَتُ اللِِِّّ والْمَلائَِكَةِ والناس اجمعين لَ يقبل  منَ 
 تعلي الله منه صرفا ولَ عدلَ 

 
20 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 252. 
21 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, 255 
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Lebih dari itu, menasabkan anak kepada yang bukan ayahnya, dan orang tersebut 
mengetahui bahwa ia bukan ayahnya adalah suatu keharaman yang bahkan jika dilakukan 
maka Allah swt. mengharamkan orang tersebut masuk kedalam surga-Nya22 

 Adapun jika ayah kandung dari anak-anak angkat itu tidak diketahui, maka mereka 
harus dianggap sebagai saudara seagama, jika agama dari keduanya sama- sama islam. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bukhori, dan Muslim dari 
Abu Dzar menyebutkan: 

 لبس من رجل الدعي لغيْ أبيه وهو يعلمه الَ كفر
Hadits tersebut menyerupakan perbuatan menisbahkan nasab seseorang tidak kepada 
ayah kandungnya sendiri dengan kekafiran. Hal ini merupakan sebuah kecaman serta 
ancaman keras terhadap perbuatan melepaskan diri dari nasab yang benar yang diketahui. 
Adapun jika menisbahkan selain kepada ayah kandungnya secara keliru sebelum adanya 
larangan ataupun setelah adanya larangan akan tetapi hal tersebut karena lupa atau salah 
pengucapan, atau setelah melakukan ijtihad serta sudah berusaha dengan segenap 
kemampuan untuk mengungkap siapa ayah kandungnya, tidak ada dosa pada perbuatan 
mereka yang salah dan khilaf.23 

 Allah swt. mengharamkan seseorang menyebut orang lain dengan nama orang 
yang bukan merupakan ayah kandungnya. Akan tetapi tidak berdosa seseorang jika hal 
tersebut memang sudah terlanjur menjadi nama panggilannya yang populer. Namun, 
panggilan dengan nama yang sudah terlanjur populer tersebut tujuannya bukan karena 
menisbahkan nasabnya kepada selain ayah kandungnya dengan sengaja, akan tetapi karena 
sudah terlanjur populer sehingga jika tidak dipanggil dengan panggilan tersebut maka 
orang tersebut hampir tidak dikenali24 

 Al-Qurthubi dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa dalam surah al-Ahzab ayat 

5 membahas beberapa permasalahan. Pertama, Ayat ini diturunkan berkaitan dengan 
kisah Zaid bin Haritsah. Sebelumnya telah disebutkan atsar yang berasal dari perkataan 
Ibnu Umar, “Kami sebelumnya tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah melainkan 
dengan panggilan Zaid bin Muhammad” ini menunjukkan bahwa At-Tabanni (mengadopsi 
anak) itu telah dilakukan sejak zaman jahiliyah, lalu dilakukan pula pada awal-awal 
kedatangan Islam. Ayah angkat dan anak angkat pada masa itu masih saling mewarisi atau 
mendapatkan warisan. Namun setelah hukum ini di Naskh oleh ayat ini maka hukum 
penyebutan anak angkat dengan menggunakan nama ayah angkatnya merupakan sesuatu 
yang dilarang, dan Allah swt. memberi petunjuk bahwa yang paling adil dan yang paling 
utama jika seseorang itu dihubungkan dengan garis kerunan ayahnya secara langsung25 

 Kedua, Qatadah berkata, “Apabila seseorang menyebutkan nama belakangnya 
dengan nama ayah angkatnya karena tersilap atau lupa, yakni menyebutkan nama itu 
secara tidak sengaja, maka ia tidak berdosa dan ia juga tidak mendapatkan hukuman”. 
Begitu juga jika Anda memanggil seseorang dan melekatkan nama ayah selain ayahnya, 

 
22 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, 254-255. 
23 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, 255-256 
24 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, 256 
25 Imam Qurtubi al-Andalusi, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi. Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2009), 295-296. 
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namun penyebutan itu bukan dari faktor kesengajaan, hanya karena Anda berpikir bahwa 
itu memang ayahnya, maka Anda juga tidak berdosa atas penyebutan itu. Dosa ini tidak 
dikenakan bagi seseorang yang sudah terbiasa menyebut nama belakangnya dengan 
sebutan ayah angkatnya dan ia hanya dikenal dengan sebutan itu.26 

 Ketiga, Para ulama berpendapat bahwa fiman ini bersifat global, yakni untuk semua 
perbuatan yang dilakukan karena khilaf. Kebanyakan para ulama lainnya juga 
memfatwahkan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja itu tidak akan 
dihitung sebagai dosa. Keempat, Qatadah dan beberapa ulama lainnya berkata, “Barang 
siapa yang me-Nasabkan seseorang kepada dirinya padahal ia bukan sebagai ayah 
kandungnya, tetapi sebenarnya ia tidak bermaksud mengaku-ngaku sebagai ayahnya, 
maka inilah yang tiada dosa jika dikerjakan.” Beberapa ulama lain menambahkan, 
“Contohnya adalah, seseorang yang sedang berbincang-bincang lalu ia memanggil lawan 
bicara dengan panggilan wahai anakku namun orang itu tidak bermaksud mengangkatnya 
sebagai anak.27 

 Kelima, Kata Al-Ad‟iya‟ adalah bentuk jamak dari kata Al-Ad‟iiya yang maknanya 
adalah seseorang yang memanggil atau melekatkan nama seorang ayah kepada seorang 
anak yang bukan ayah yang sebenarnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena Allah swt. 
memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk memanggil dengan nama ayah yang 
sebenarnya (ayah kandung). Apabila seseorang tidak mengetahui siapa ayah kandungnya 
atau tidak mengenali nasabnya sendiri, maka ia cukup dipanggil dengan (saudara) atau 
boleh juga dengan panggilan maula.28 

 Keenam, Dalam hadis Shahih yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash dan 
Abu Bakrah disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang mengaku 
memiliki hubungan garis keturunan dengan ayah yang bukan ayah kandungnya, sedang ia 
mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, maka ia diharamkan masuk kedalam 
surga.” Hadits senada juga diriwayatkan dari Abu Dzar, disebutkan bahwa ia pernah 
mendengar Nabi saw. bersabda: “Seseorang yang mengaku memiliki hubungan garis 
keturunan dengan seorang ayah yang bukan ayah (kandung) nya, padahal ia 
mengetahuinya, maka ia telah kafir.”29 

 
Analisis Tafsir Maqasidi 

 Tafsir maqashidi secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan 
penafsiran al-Qur’an yang memberikan penekanan terhadap dimensi maqashid al- Qur’an 
dan maqashid al-Syari’ah. Tafsir maqashid tidak hanya terpaku pada penjelasan makna 
literal teks yang ekplisit melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang implisit, 
yang tak terucapkan (al-maskut anh), apa sebenarnya maqashid (tujuan, signifikansi, ideal 

 
26 Al-Andalusi, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi, 297. 
27 Al-Andalusi, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi, 298-300 
28 Al-Andalusi, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi, 300 
29 Al-Andalusi, Terjemah Tafsir Al-Qurtubi, 300-301.  
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moral), dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam al-Qur’an30 Tujuan dari Tafsir 
Maqashidi yakni membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman dengan persoalan-
persoalan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan, permasalahan-
permasalahan akan terus berkembang secara terus-menerus, sedangkan al-Qur’an hadits 
tetap ditempat tidak berubah ataupun bertambah. Oleh karena itu, sesuatu yang dapat 
diupayakan yakni dengan melakukan interpretasi ulang. dengan ini, teori tafsir maqashidi 
bisa menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalah pada masa sekarang. Maqashid 
dapat menjadi landasan perubahan termasuk dalam menjawab isu-isu terkini yang 
dijelaskan dalam al-Qur’an secara tersurat (Maqashid zahir), atau secara tersirat 
(Maqashid bathin). 

 Abdul mustaqim menjelaskan bahwa maqashid dapat ditempuh dengan beberapa 
cara pertama, menentukan tema atau isu riset yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan 
ayat-ayat yang setema dan hadits pendukung. Ketiga, melakukan analisis linguistik, 
meliputi aspek semantik dan semiotik melalui kamus dan kitab- kitab tafsir yang otoritatif. 
Keempat, menjelaskan dan menganalisa konteks internal- eksternal, mikro-makro, dan 
konteks masalalu dan sekarang untuk menangkap signifikansi atau maqashid dari ayat yang 
ditafsirkan. Kelima, mengungkap maqashid al-Qur’an dan maqashid syari’ah (partikular-
universal dan tingkatan-tingkatan maqashid). Keenam, membangun konstruksi logis-
sistematis sebuah konsep yang maqashidi. Ketujuh, menyimpulkan hasil riset dan refleksi 
teoritis sebagai contribution to knowlwdge. 

 Pada tafsir maqashidi terdapat 5 nilai yang ditonjolkan: 

1. Nilai moderasi 

2. Nilai kemanusiaan 

3. Nilai keadilan 

4. Kebebasan dan tanggungjawab 

5. Nilai kesetaraan. 

Sedangkan aspek yang melingkupi tafsir maqashid Abdul Mustaqim ada 7 yakni: 

1. Menjaga agama (hifz al-din) 

2. Menjaga Jiwa/nyawa (hifz al-nafs) 

3. Menjaga akal (hifz al-„aql) 

4. Menjaga keturunan/generasi (hifz al-nasl) 

5. Menjaga Harta (hifz al-mal). 

6. Menjaga negara (hifz al-daulah) 

7. Menjaga lingkungan (hifz al-bi‟ah). 

 

1. Maqashid Zahir 
a) Hifdz al-Din: 

 
30 Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12-13 
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Kandungan surah al-Ahzab ayat 5 menunjukkan pentingnya tidak merubah nasab 
anak dari ayah kandungnya. Allah swt. telah memberikan petunjuk dalam surah ini 
yang menyebutkan bahwa diharuskannya tetap menghubungkan anak dengan garis 
keturunan ayah kandungnya karena hal itu merupakan sesuatu yang paling adil dan 
paling utama. Dan sebaliknya, menyebutkan anak angkat dengan menggunakan 
nama ayah angkatnya merupakan sesuatu yang dilarang. Hal ini karena nasab dalam 
Islam merupakan masalah penting yang berkaitan dengan struktur hukum lainnya 
seperti hukum waris, masalah perwalian, dan lain-lain. 

b) Hifdz Nasl 

Tujuan mengadopsi anak ialah karena inginnya mempunyai keturunan, tetapi tidak 
semua orang dapat memilikinya. Oleh karena itu, dilakukan berbagai cara untuk 
bisa mendapatkannya, salah satunya yakni dengan adopsi. Dalam surah al-Ahzab 
ayat 5 ini, syariat islam memperbolehkan untuk seseorang mengadopsi anak, akan 
tetapi hanya dibatasi dalam hal menjaga, merawat, memberikan kasih sayang, serta 
mendidik. Dengan kata lain, pengadopsian anak tidak sampai pada penasaban 
antara anak angkat kepada ayah angkatnya, karena sejatinya mengaja nasab adalah 
suatu hal yang amat penting untuk kelangsungan hidup seseorang. 

  

2. Maqashid Al-Quran 

a) Nilai Al-Huriyyah ma‟a Al-Mas‟uliyyah 

QS. Al-Ahzab ayat 5 mengajarkan tanggung jawab dalam mengadopsi anak, 
pengapdosian anak tidak menjadikan status sebagai anak kandung sendiri, 
pengadopsian ditekankan hanya berkaitan dalam segi kecintaan, pemberian 
nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi, jika 
permasalahannya dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan lain 
sebagainya hal ini tetap menjadi tanggung jawab dari seseorang yang mengadopsi 
anak. Akan tetapi untuk masalah pernasaban, seorang anak tetap menjadi anak 
dari ayah kandungnya karena tidak mungkin seseorang mempunyai dua anak ayah 
dalam hidupnya. 

b. Nilai Al-Insaniyyah 

Hubungan Nabi Muhammad saw. dengan Zaid bin Haritsah merupakan suatu nilai 
kemanusiaan. Padahal Zaid bin Haritsah bukan anak kandungnya akan tetapi Nabi 
Muhammad dalam merawat, mendidik, dan lainnya tidak pernah membeda-
bedakan. Bahkan sampai dalam penafsiran ayat ini, diceritakan bahwa Nabi 
Muhammad (sebelum masa kenabian) menasabkan Zaid bin Haritsah kepada 
dirinya. Hal ini membuktikan bahwa kecintaan Nabi kepada anak angkatnya 
merupakan hal yang nyata. Pengadopsian anak pada hakikatnya merupakan suatu 
tindakan mengangkat anak menjadi anak kandungnya. Dalam pengadopsian anak, 
seseorang mempunyai alasan masing-masing. Ada yang karena belum memiliki 
keturunan, ada juga karena rasa kasihan kepada anak-anak yang terlantar atau 
tidak memiliki orang tua. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat positif 
terhadap sesama manusia. 
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3.maqasid moderasi beragama adalah: 

a) Nilai ketenangan ruhiyah 
Disini ketenangan bathin diutamakan karena asal dari persoalan adalah 
percekcokan, maka mengurangi perseteruan karena anak adalah dengan adopsi 
anak terlepas dari masalah yang melekat 

b) Nilai mubadalah  
Nilai kesalingan sangat diutamakan, yaitu saling mengerti, musyawarah, 
memahami, dan menghargai hak sesama suami istri, sehingga harminisasi keluarga 
tercipta. 
 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Adopsi anak sudah 
ada sejak zaman dahulu bahkan juga sudah pernah di praktekkan Nabi Muhammad 
sebelum Muhammad diangat menjadi Nabi. Anak angkat beliau yakni Zaid bin Haritsah, 
ia telah di angkat oleh Nabi saw sebagai anaknya sendiri. Dalam Al-Quran telah dilarang 
menyebutkan nama belakang (nasab) anak angkat kepada ayah angkatnya, Al-Qur’an 
menghukumi hal ini adalah haram. Akan tetapi jika seseorang menyebutkan nama 
belakangnya dengan nama ayah angkatnya karena ketidak sengajaan (khilaf) maka tidak 
dapat dihukumi atau tidak berdosa. Akibat mengadopsi dengan bentuk menasabkan anak 
angkat kepada ayah angkatnya akan menjadikan kedua belah pihak saling mewarisi dan 
terjadinya mahram dalam keluarga. Pada perkembangannya, sampai sekarang tidak sedikit 
orang yang masih menasabkan anak angkatnya kepada yang selain ayah kandungnya, hal 
ini terjadi karena orang tua angkat tidak ingin anak angkatnya mengetahui bahwa ia bukan 
orang tua kandungnya, selain itu juga karena ketidaktahuan seseorang akan hukum 
menisbahkan nasab kepada yang bukan ayah kandungnya. Adapun maqashid dibalik kisah 
QS. Al-Ahzab ayat 5 terdiri atas maqashid zahir dan maqashid batin. Maqashid zahir dalam 
QS. Al-Ahzab ayat 5 terdiri atas Hifdz Ad-Din dan Hifdz Nasl. Sedangkan mqashid batin 
terdiri atas nilai Al-Hurriyah wal Masuliyah dan nilai Al- Insaniyah, serta nilai ruhiyah dan 
mubadalah. 

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata 
sempurna. Kekurangan dari artikel ini diantara pembahasannya masih belum cukup 
lengkap karena minimnya pengetahuan dari penulis. Meskipun demikiam Dalam artikel ini 
terdapat kelebihan, kelebihan dari artikel ini adalah belum adanya orang yang membahas 
hukum adopsi anak dengan menggunakan teori tafsir maqashidi. Saran untuk penelitian 
selanjutnya kiranya berkenan mengkaji beberapa hal yang belum tertulis secara 
menyeluruh terkait adopsi anak dalam QS. al-Ahzab ayat 5 dengan menggunakan kajian 
Tafsir Maqashidi, harapan besar bagi penulis dengan adanya kritik yang membangun dari 
pembaca, dan bagi yang berkenan untuk melanjutkan penelitian ini 
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